
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh debitor dengan

tujuan untuk memisahkan harta di tengah proses kepailitan adalah

perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan yang dapat

dibatalkan. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan tersebut tidak

memenuhi syarat perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (2)

Undang-Undang Perkawinan.

2. Upaya hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian

perkawinan dengan tujuan untuk memisahkan harta di tengah proses

kepailitan yakni kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian

perkawinan ke Pengadilan. Upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh

yakni kreditor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas

perbuatan debitor yang secara sengaja dan melawan hukum membuat

perjanjian perkawinan di tengah proses kepailitan. Hal ini dikarenakan

perbuatan debitor tersebut telah memenuhi unsur-unsur PMH yang diatur

dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat hukum terhadap pembatalan

perjanjian perkawinan adalah posisi para pihak dikembalikan kepada

posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Artinya

terdapat persatuan harta bersama diantara pasangan suami istri yang

menjadi debitor tersebut. Mengenai harta bawaan akan tetap berada di

bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam

perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal

36 Undang-Undang Perkawinan.
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5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis

memberikan saran bagi:

1. Notaris harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan

tugasnya. Ketika ada pasangan suami istri yang beritikad buruk ingin

membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung

sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga

Smg, maka notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian seperti

memeriksa dan memverifikasi identitas para pihak, fakta, memastikan

yang tertuang dalam akta tidak bertentangan dengan hukum dan

kesusilaan.

2. Pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan, harus

memperhatikan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Jika

perjanjian perkawinan dibuat setelah adanya perjanjian utang piutang

antara debitor dengan kreditor maka harta yang dipisahkan adalah harta

setelah perjanjian perkawinan tersebut dibuat.

3. Hakim harus selalu menerapkan prinsip hati-hati dalam memeriksa serta

mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan. Ketika ada pihak yang

membuat perjanjian perkawinan dengan itikad buruk, maka hakim wajib

memeriksa dan memverifikasi identitas para pihak, fakta, dan berkas

perkara yang diserahkan ke Pengadilan. Hal ini dilakukan oleh hakim

dengan mewujudkan putusan yang memberikan kepastian hukum,

kemanfaatan dan keadilan.
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